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ABSTRACT

One form of public service that will be carried out by the government is the need for
optimal community e-KTPs. However, there was a decrease in the value of the Koto Gasib
community satisfaction survey and the number of printed e-KTPs, so that it became a problem
that occurred at the Koto Gasib District Office, Siak Regency. The community complains
about the performance of employees, causing a sense of community dissatisfaction. The e-
KTP service process cannot provide certainty or information related to the institution or the
community. Therefore, employee performance needs to be improved again. The purpose of
this study is: To measure community satisfaction with the performance of the sub-district
apparatus in Koto Gasib.

This research can be classified in the type of quantitative research with descriptive
analysis. From the results of research that has been carried out, it is known that the
percentage of respondents to community satisfaction in the quality of public services is
45.92%, which in the criteria for respondents’ answers 25% -49% are categorized as
dissatisfied.
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Pendahuluan

Pelayanan publik yang
dilakukan apartur pemerintah
saat ini masih banyak dijumpai
kelemahan sehingga belum
memenuhi kualitas yang
diinginkan masyarakat.
Masyarakat setiap waktu selalu
menuntut  pelayanan  publik
yang berkualitas dari birokrat,
meskipun  tuntutan  tersebut
sering tidak sesuai dengan
harapan karena secara empiris
Kinerja pelayanan yang terjadi
menjadi hal yang dikeluhkan
oleh masyarakat, masyarakat
mengeluh  karena  petugas
layanan tidak ada di kantor saat
jam kerja, sehingga masyarakat
merasa lelah menunggu.
Kecenderungan  seperti itu
terjadi karena masyarakat masih
diposisikan sebagai pihak yang
“melayani” bukan yang
dilayani. Oleh karena itu, pada
dasarnya dibutuhkan reformasi
pelayanan  publik  dengan
mengembalikan dan
mendudukkan “pelayan” dan
yang “dilayani” ke pengertian
yang sesungguhnya.

Pelayanan yang seharusnya
ditujukan pada masyarakat
umum kadang dibalik menjadi
pelayanan masyarakat terhadap
negara,  meskipun  negara
berdiri sesungguhnya adalah
untuk kepentingan masyarakat
yang mendirikannya. Artinya,
aparatursesungguhnya haruslah
memberikanpelayanan
terbaiknya kepada masyarakat,
salah  satunya  pelayanan
terhadap E-KTP. Masyarakat
mengeluhkan  sistem  kerja
aparatur pada tahun 2022. Pada
tahun 2022 ini tentunya
keadaan pandemi seharusnya
mulai tahapan new normal,
pihak kecamatan selayaknya
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melakukan evaluasi pada setiap
sektor, dalam hal ini bidang
pencatatan sipil dalam
memberikan pelayanan yang
baik paska ketatnya social
distancing.

Jumlah cetak E-KTP di kantor
Camat Koto Gasib dari tahun
2020-2022 yang mana jumlah
di tahun 2022 mengalami
penurunan jumlah cetak E-
KTP. Hal ini disebabkan oleh
munculnya wabah COVID-19
yang membuat sistem kerja
aparatur yang ada di kantor
Camat tersebut mengalami
perubahan sistem kerja work
from home (WFH). Dimana
para aparatur bekerja secara
langsung di kantor dan juga
bekerja di rumah dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Hal ini
menimbulkan tidak efektifnya
pelayanan publik yang ada di
Kantor Kecamatan Koto Gasib.

Berdasarkan beberapa uraian
masalah di atas, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian di
Kecamatan Koto Gasib,
Kabupaten Siak dengan judul
“Analisis Kepuasan Responden
Terhadap Pelayanan E-KTP
Kecamatan Koto Gasib Tahun
2022".

MATERI DAN METODE

Keputusan Mentri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2019 bahwa untuk
pembentukan inovasi
pelayanan  publik  melalui
pelaksanaan gerakan wajib satu
instansi satu inivasi serta guna
mendorong percepatan
peningkatan kualitas pelayanan
publik yang merupakan
kebutuhan dan hak masyarakat
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setiap warga negara dan
penduduk, perlu
menyelenggarakan  kompetisi
inovasi pelayanan piblik di
lingkungan
kementrian/lembaga,
pemerintah  daerah, badan
usaha milik negara, dan badan
usaha milik daerah.

Pelayanan publik pada
dasarnya ialah memberikan
kepuasan  bagi  penerima

layanan, dekat dengan
penerima layanan dan
memberikan hal yang
menyenangkan bagi

masyarakat atau  penerima
layanan. Tujuan dari pelayanan
publik yaitu memuaskan atau
memenuhi keinginan, harapan
penerima layanan. Oleh
karenanya, pelayanan publik
juga dapat diartikan sebagai
pelayanan atau  pemberian
terhadap masyarakat berupa
fasilitas-fasilitas umum.
Pemberian pelayanan tersebut
dapat berupa jasa dan non jasa
oleh organisasi publik kepada
masyarakat.

Pelayanan publik pada
hakikatnya adalah melayani
kepentingan masyarakat secara
umum.  Pelayanan  publik
diberikan kepada setiap
masyarakat dengan tujuan agar
semua masalah atau keperluan
dari masyarakat tersebut dapat
terselesaikan. Pelayanan publik
yang diberikan kepada warga
negara adalah sama tanpa
pandang bulu dan diberikan
dengan pelayanan yang
maksimal.

Menurut Zeithaml,
Parrasuraman, dan  Berry
kualitas pelyanan publik dapat
di ukur dari 5 indikator sebagai
berikut:
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a. Ketampakan Fisik,
merupakan salah satu faktor
penting untuk menilai suatu
kualitas, dimensi kenampakan
fisikk ini  mengacu pada
ketersediaan fasilitas, seperti
peralatan, personil, dam hal
fisik lainnya.

b.  Kehandalan  berlenaan
dengan konsisten atau tidaknya
dalam melayani. Dimensi ini
digunakan oleh instansi untuk
mengukur aspek-aspek dalam
memberikan pelayanan kepada
pelanggan. Dalam dimensi
kehandalan ini, akan terlihat
apakah pelayanan jasa yang
diberikan telah sesuai dengan
standar-standar umum bahkan
standar internasional yang telah
dijanjikan ataupun sebaliknya.
c. Tanggapan, dimensi ini
merupakan dimensi yang palin
dinamis. Dalam dimensi ini,
diharapkan respon yang cepat
untuk menanggapi keluhan.
Dimensi tersebut mencangkup
kejelasan  informasi  waktu
penyampaian jasa sejak awal,
ketersediaan penyelenggara
yang selalu membantu
penerima  pelayanan, dan
kekurangan (ketersediaan)
waktu pegawau untuk
menanggapi pelanggan.

d. Jaminan, vyaitu berkenaan
dengan pengetahuan dan sejauh
mana kemampuan petugas
pemberi layanan dalam
memberikan layanan kepada
masyarakat agar terciptanya
kepercayaan masyarakat
kepada penyelenggara Yyang
selalu  membantu penerima
pelayanan. Selain itu jaminan
ini berkenaan dengan
pengetahuan dan kesopanan
karyawan serta kemampuan
mereka untuk menginspirasi
kepercayaan dan keyakinan.
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e. Empati, yaitu berkenaan
dengan prilaku perhatian, dan
kepedulian petugas
penyelengga layanan secara
individu kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis
gunakan adalah metode
penelitian  kuantitatif. Data
kuantitatif adalah berupa nilai
atau skor atas jawaban yang
diberikan  oleh  responden
dalam hal ini ialah masyarakat
di Kecamatan Koto Gasib
Kabupaten  Siak  terhadap
pertanyaan-pertanyaan  yang
ada dalam kuesioner.

Tipe Penelitian ini
menggunakan penelitian
analisis  deskriptif  karena
menghubungkan antara teori
dan fenomena atau
permasalahan yang terjadi. Hal
ini dapat dilihat dari judul
penelitian ~ yang  berjudul
“Analisis Kepuasan Responden
Terhadap Pelayanan E-KTP
Kecamatan Koto Gasib Tahun
2022

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian,
diketahui masyoritas dari 50
respenden menyatakan Sangat
Tidak Puas atas Kinerja
aparatur  kecamatan dalam
pelayanan dan pembuatan E-
KTP pada tahun 2022.
Diketahui  jumlah rata-rata
(jJumlah  orang) dari 50
responden yang menjawab
Sangat Tidak Puas berkisar
23,12%  dari  keseluruhan
jumlah responden, responden
yang menyatakan Tidak Puas
berkisar 14,02%, selanjutnya
yang menyatakan Puas berkisar
13,36% dan yang menyatakan
Sangat Puas hanya berkisar
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0,12% dari 50 responden yang
ada. Hal ini membuktikan
buruknya respon masyarakat
terkait Kinerja aparatur
kecamatan Koto Gasib yang
dalam hal ini dalam bekerja

pada tahun 2022.
Selanjutnya  peneliti  juga
merangkum data-data

tanggapan responden yang
telah memiliki skla pengukuran
yakni berbentuk angka (1-4)
yang menginterpretasikan opsi
Sangat puas, Puas, Tidak Puas
dan Sangat Tidak Puas. Lalu
setiap hasil tersebut dijumlah
secara keseluran dan
dikategorikan berdasarkan teori
Arikunto (2010). Dari hasil
penelitian yang telah
dilakukan, kepuasan
masyarakat terhadap Kkinerja
Aparatur  Kecamatan  Koto
Gasib Dalam melayani
masyarakat dalam pembuatan
E- KTP pada tahun 2022
diperoleh nilai sebesar 45,92%,
maka dapat di artikan kategori
pernyataan yang berikan oleh
masyarakat berkategori Tidak
Puas.. Hal ini membuktikan
bahwa pihak Kecamatan masih
harus betul-betul
memperhatikan  Kkinerja yang
diberikan aparaturnya dalam
memenuhi kepentingan
masyarakat. Hal ini merupakan
catatan hitam yang semestinya
menjadi prioritas dari Camat
Koto Gasib untuk melakukan
pembenahan sesegera
mungkin, tentunya hal ini akan
berdampak  negatif  pada
sinergisitas antara masyarakat
dan pemerintah setempat yang
dalam hal ini di naungi oleh
Kecamatan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah
dilaksanakan, diketahui
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Aparatur  Kecamatan  Koto
Gasib dalam melayani
masyarakat dalam pembuatan
E-KTP pada tahun 2022 masih
jauh dari kata baik, hal ini
dibuktikan  dengan  tingkat
kepuasan masayarakat dengan
menggunakan angket/kuisioner
pernyataan yang diperoleh nilai
sebesar 45,92%, maka dapat di
artikan kategori pernyataan
yang diberikan oleh
masyarakat berkategori Tidak
Puas. Berdasarkan 5 indikator
kualitas  pelayanan  publik
sebagai berikut:

1. Ketampakan Fisik
(Tangible), dalam indikator
diukur  berdasarkan asumsi
masyarakat dari oknum
aparatur  kecamatan.  Unsur
kepuasan persentase tertinggi
dengan nilai sebesar 20 atau
40% dan berada pada kriteria
tidak puas.

2. Kehandalan  (Reliability),
unsur kepuasan persentase
tertinggi dengan nilai sebesar
23 atau 40% dan berada pada
Kriteria tidak puas.

3. Responsif
(Responsiensse), unsur
kepuasan persentase tertinggi
dengan nilai sebesar 31 atau
62% dan berada pada kriteria
tidak puas.

4. Jaminan (Assurance),
unsur Kkepuasan persentase
tertinggi dengan nilai sebesar
21 atau 42% dan berada pada
Kriteria tidak puas.

5. Empati (Empaty), unsur
kepuasan persentase tertinggi
dengan nilai sebesar 22 atau
44% dan berada pada tingkat
tidak puas
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Hal ini membuktikan bahwa
pihak Kecamatan masih harus
betul-betul ~ memperhatikan
Kinerja ~ yang diberikan
aparaturnya dalam memenuhi
kepentingan masyarakat
Kecamatan  Koto  Gasib
terlebih lagi pada tahun 2022.
Hal ini merupakan catatan
hitam  yang  semestinya
menjadi prioritas dari Camat
Koto Gasib untuk melakukan
pembenahan sesegera
mungkin, tentunya hal ini
akan berdampak negatif pada
sinergisitas antara masyarakat
dan  pemerintah  setempat
yang dalam hal ini di dalam
naungan Kecamatan Koto
Gasib.

Saran

Berdasarkan hasi penelitian yang
didapatlan peneliti, maka berikut
adalah  beberapa saran untuk
pihak-pihak terkait dengan
penelitian:

1. Melihat Kinerja Aparatur
Kecamatan ketika melayani
masyarakat dalam pembuatan
E-KTP pada tahun 2022 yang
saat ini dalam kategori tidak
memuaskan, maka Camat
Koto Gasib harus memberi
dorongan  atau  motivasi
terhadap Aparatur Kecamatan
agar Aparatur Kecamatan
lebih giat lagi dalam bekerja
dan mampu meningkatkan
kualitas  kinerjanya dalam
melayani masyarakat.

2. Untuk lebih meningkatkan
kepuasan masyarakat, maka
harus memperhatikan sarana
dan Prasarana dalam
melayani masyarakat seperti
ruang kantor yang memadai,
ATK vyang lengkap, dan lain
sebagainya supaya dapat
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tercapainya kepuasan
masyarakat yang merupakan
gambaran dari keberhasilan
penyelenggara pelayanan
publik.

3. Perlu upaya pemberian
pelatihan kepada Aparatur

Kecamatan agar
pemahaman dan
kemampuan yang
berkesinambungan bagi
penyelenggara  pelayanan
dapat melaksanakan
kewajibannya sebagai

penyedia layanan  yang
berkualitas sehingga visi
dan misi Kecamatan Koto
Gasib dapat tercapai.
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